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ABSTRAK

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKKBN MENJADI KEMENTERIAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM
LANJUT USIA BERDAYA (SIDAYA)
(Studi Pada Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung)

Oleh

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

Transformasi kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Kemendukbangga/BKKBN) merupakan perubahan strategis dalam tata kelola
kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia. Perubahan
status kelembagaan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak pada
pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya Program Lanjut Usia Berdaya
(Sidaya) yang merupakan pengembangan dari Program Bina Keluarga Lansia
(BKL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Kelembagaan
BKKBN menjadi Kementerian dan implikasinya terhadap pelaksanaan Program
Sidaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional
Change Theory) dari Douglass C. North yang mencakup indikator kewenangan
dan aturan formal, hubungan principal agent, alokasi sumber daya, serta
penyelarasan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi
kelembagaan memperkuat regulasi dan meningkatkan posisi strategis Program
Sidaya dalam agenda pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan
program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia
dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian kembali
terhadap alokasi anggaran yang tersedia, sehingga sejalan dengan status Program
Sidaya sebagai program prioritas.

Kata kunci: Transformasi, Perubahan Kelembagaan, Sidaya, Lansia.



ABSTRACT

THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF BKKBN INTO A MINISTRY
AND ITS IMPLICATIONS FOR THE EMPOWERED
ELDERLY PROGRAM (SIDAYA)
(A Study at the Office of Kemendukbangga/BKKBN in Lampung Province)

By

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

The institutional transformation of the National Population and Family Planning
Agency into the Ministry of Population and Family Development
(Kemendukbangga/BKKBN) represents a strategic change in the governance of
population and family development policies in Indonesia. This change in
institutional status is not merely structural but also affects the implementation of
national priority programs, particularly the Elderly Empowerment Program
(Program Lanjut Usia Berdaya/Sidaya), which is developed from the Elderly
Family Development Program (Bina Keluarga Lansia/BKL). This study aims to
analyze the implications of the institutional transformation of BKKBN into a
ministry on the implementation of the Sidaya Program. This research employs a
descriptive qualitative approach with data collection techniques including
interviews and document analysis. Data analysis is conducted using the
Institutional Change Theory proposed by Douglass C. North, which encompasses
indicators of authority and formal rules, principal—agent relationships, resource
allocation, and policy alignment. The findings indicate that institutional
transformation strengthens regulatory legitimacy and enhances the strategic
position of the Sidaya Program within the national development agenda. However,
program implementation still faces challenges related to limitations in human
resources and budget allocation. Therefore, a review and adjustment of budget
allocation are necessary to ensure alignment with the status of the Sidaya
Program as a national priority program.

Keywords: Transformation, Institutional Change, Sidaya, Elderly.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai fondasi
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan melindungi
seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan
kesejahteraan umum. Konteks tersebut melahirkan reformasi birokrasi
sebagai salah satu instrumen strategis yang digagas oleh pemerintah dengan
tujuan melakukan perbaikan mendasar terhadap sistem pemerintahan demi
terwujudnya birokrasi yang bersih, efisien, dan melayani (Rohman &
Trihardianto, 2019). Reformasi birokrasi tidak hanya menyentuh aspek
administratif, melainkan juga mencakup perubahan budaya kerja, etika

pelayanan publik, serta penguatan program.

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem
pemerintahan agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Perubahan ini
tidak hanya dilakukan pada struktur administratif, tetapi juga pada
kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan yang
semakin kompleks (Tsani dkk., 2024). Melalui proses tersebut, diharapkan
mampu menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik meningkat serta
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat

terwujud.

Sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia ke-8, agenda mewujudkan
good governance mendapatkan penekanan yang lebih kuat sebagai prioritas

utama pembangunan nasional. Arah pembangunan tersebut dituangkan dalam



visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang
menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel,
efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya
pencapaian visi tersebut diwujudkan melalui kerangka kerja strategis Asta
Cita, yang berisi delapan misi utama pembangunan nasional, termasuk di
dalamnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi (Gerindra, 2024).
Penegasan dalam Asta Cita menempatkan reformasi birokrasi sebagai pilar
fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, serta

berorientasi pada pelayanan publik.

Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berfokus pada penataan
kelembagaan agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan
kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini ditegaskan dalam Peraturan
Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, yang menekankan pentingnya penyederhanaan struktur
organisasi dan peningkatan efektivitas tata kelola lembaga pemerintah.
Melalui kebijakan tersebut, berbagai instansi melaksanakan penyesuaian
struktur dan fungsi kelembagaan, salah satunya Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengalami transformasi
kelembagaan secara signifikan. Transformasi BKKBN dapat dilihat pada
bagan berikut yang menggambarkan bentuk struktur organisasi setelah proses

transformasi dilakukan.

Lembaga Keluarga Berencana Nasional I Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional

(Periode 1968 — 1970)

(Periode 1970 — 1998)

U

KEMENDUKBANGGA/BKKBN : BKKBN

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/ BKKBN
(Periode 2024 — Sekarang)

Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
(Periode 1999 —2024)

Gambar 1. Transformasi Kemendukbangga/BKKBN.
Sumber: JDIH BKKBN, Diolah oleh peneliti, 2026.



Gambar di atas menjelaskan perjalanan transformasi BKKBN dari
pengendalian penduduk hingga pembangunan keluarga. Lembaga ini bermula
pada 1968 sebagai Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), dengan
fokus sederhana pada program keluarga berencana. Pada 1970, ia
bertransformasi menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), memperkuat peran koordinasi lintas sektor. Sejak 1999 hingga
2024, nama resmi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) (Kemendukbangga/BKKBN, 2024).

Puncak transformasi kelembagaan BKKBN terjadi pada tahun 2024 melalui
Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 yang mengatur tentang
pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Berdasarkan regulasi tersebut, lembaga ini secara resmi beralih status menjadi
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau dikenal dengan
Kemendukbangga/BKKBN. Transformasi tersebut tidak hanya merupakan
perubahan nama atau status kelembagaan, melainkan juga bagian dari

implementasi nyata misi ketujuh Asta Cita.

Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN
merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi yang bertujuan
memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan efektivitas pelaksanaan
program, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional di bidang
kependudukan dan keluarga. Pasca transformasi ini,
Kemendukbangga/BKKBN memperluas mandatnya dengan meluncurkan
lima program prioritas yang dikenal sebagai Quick Wins. Kelima program
tersebut meliputi: Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Taman Asuh
Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting),
Lanjut Usia Berdaya (Sidaya), serta AI SuperApps Tentang Keluarga. Kelima
program ini selaras dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025—
2029, yang menempatkan keluarga sebagai pusat kebijakan pembangunan
manusia sekaligus upaya menjawab tantangan bonus demografi menuju

Indonesia Emas 2045 (Kemendukbangga/BKKBN, 2025).


https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=fbaa7d3b9c35fdd6&sxsrf=AE3TifOrywcHA-03H3tCHJOCrEDkSeWYcQ%3A1761041205614&q=Kementerian+Kependudukan+dan+Pembangunan+Keluarga&sa=X&ved=2ahUKEwiRud7bhbWQAxWl4TgGHbdNEgcQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDXSJ1fvcB02FPaGzpCuBC1q-oSoJv6WGYXGyI-RDxjYWeJr09yCrvedUvTBp-b2ZtXApe3dyNy9lyJWoNfrnMz-DKTPTQedD-hFaAZIreOxFi0VuixtPnrTzn7mA5u5xp8L-IfAa-ErljqZWhr-HCQd3uxIGxbJkPlUWAz0OvkidE8Ftw3y08TL52Nzk7y6vvo3aCncgynK4SvWDrq0I0uh_JhydiYLZ_I45p1QHLfLSgPW1bKL4wlqhZTAda6XGGWc8WZprhicxExpKjGlGNJ&csui=3

Salah satu program yang mengalami perubahan signifikan pasca transformasi
kelembagaan adalah Program BKL yang kini bertransformasi menjadi
Program Lanjut Usia Berdaya (Sidaya). Pergeseran ini bukan hanya
perubahan nama, tetapi juga perluasan pendekatan dan sasaran program. Jika
sebelumnya BKL berfokus pada pembinaan keluarga yang memiliki lansia,
maka Sidaya menempatkan lansia sebagai subjek pembangunan yang aktif,
mandiri, dan berdaya guna di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Melalui Sidaya, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan komitmen untuk
menjadikan pemberdayaan lansia sebagai bagian dari agenda prioritas
nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera
(Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Penguatan ini didasarkan pada
Keputusan Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 96/KEP/F3/2025
tentang Panduan Lanjut Usia Berdaya yang menjadi payung hukum

transformasi BKL menjadi Sidaya.

Pada awalnya Program BKL lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
hidup lansia dan keluarganya, sekaligus menjawab berbagai permasalahan
yang dihadapi lansia seperti penurunan kondisi fisik dan psikis, serta
keterbatasan ekonomi dan sosial. Program ini melibatkan keluarga sebagai
pilar utama pemberdayaan, dengan tujuan membentuk lansia yang sehat,
aktif, produktif, mandiri, dan tangguh melalui kegiatan edukasi, dukungan,
dan pendampingan (Tariustanti dkk., 2023). Kehadiran program ini juga
menjadi respon terhadap fenomena meningkatnya jumlah penduduk lanjut
usia di Indonesia, di mana sejak tahun 2021 Indonesia telah memasuki fase
penuaan penduduk (ageing population) dengan jumlah lansia mencapai 10%
dari total populasi. Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 12%
pada tahun 2024, sementara di Provinsi Lampung proporsi penduduk lansia

mencapai 11,50% dari total penduduk (BPS Provinsi Lampung, 2024).



Tabel 1. Persentase Lansia Provinsi Lampung 2023-2025

Tahun  Populasi Penduduk Populasi Lansia Persentase Lansia
2023 9.313.990 989.500 10,62%
2024 9.419.580 1.034.920 10,98%
2025 9.522.910 1.083.640 11,38%

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024. Diolah oleh peneliti, 2026.

Data pada Tabel 1. memperlihatkan adanya tren peningkatan jumlah dan
persentase penduduk lanjut usia di Provinsi Lampung selama periode 2023
hingga 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Lampung
mulai bergeser menuju fase penuaan, di mana kelompok usia lanjut semakin
mendominasi. Pertumbuhan jumlah lansia tersebut menjadi indikator penting
bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang
berorientasi pada kesejahteraan lansia. Melalui program Sidaya, diharapkan
peningkatan jumlah lansia dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas
hidup mereka, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga
lansia di Provinsi Lampung dapat tetap aktif, produktif, dan berdaya guna

bagi lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini1 ditulis berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai bahan reverensi bagi
peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut ringkasan hasil penelitian

terdahulu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti  Judul Hasil Penelitian
Penelitian
Harky Ristala  Penyederhanan Kesimpulan dari penelitian ini
& Muhammad  Birokrasi dan  adalah bahwa transformasi
Aldi Transformasi kelembagaan dan penyederhanaan
Rahmandika Kelembagaan birokrasi di Jawa Barat adalah
(2022) Demi respons terhadap peraturan
Mewujudkan pemerintah pusat dan kebutuhan

Pelayanan masyarakat akan organisasi yang




Nama Peneliti  Judul Hasil Penelitian
Penelitian
Publik  Yang lincah. Hal ini memungkinkan
Prima di  adanya kerja sama antarbidang
Lingkungan melalui  jabatan  fungsional,
Pemerintah sehingga pelayanan publik dapat
Provinsi Jawa  terlaksana dengan baik. Selain itu,
Barat perubahan ini juga mencerminkan
upaya pemerintah daerah dalam
menciptakan tata kelola yang
lebih  efisien, adaptif, dan
berorientasi pada hasil.
Ibrahim, B., &  Bergerak Penelitian ini menunjukkan bahwa
Wahidah, W.  Dalam transformasi kelembagaan PTKIN
(2021) Naungan di  Aceh membawa dampak
Negara: signifikan berupa modernisasi tata
Transformasi kelola berbasis teknologi,
Kelembagaan peningkatan mutu pendidikan dan
Sebagai pengajaran, penguatan kualitas
Strategi dosen serta tenaga kependidikan,
Peningkatan bertambahnya penelitian dan
Kualitas publikasi ilmiah, serta inovasi
PTKIN di  dalam pengabdian masyarakat;
Aceh. seluruh perubahan ini tidak hanya
memperkuat tradisi akademik
keislaman, tetapi juga
berkontribusi  langsung  pada
peningkatan kesejahteraan dan
kualitas kehidupan masyarakat
Aceh pasca transformasi.
Budi Aji  Transformasi Studi ini menemukan bahwa
Purwoko Kelembagaan transformasi kelembagaan Badan
(2024) Badan Kebijakan Transportasi (BKT)
Kebijakan sangat penting untuk
Transportasi meningkatkan kualitas tata kelola
dalam kebijakan transportasi nasional.
Mewujudkan Keberhasilan transformasi
Konektivitas ditentukan oleh komitmen
yang Andal, pimpinan, penataan  struktur
Humanis dan  organisasi, penguatan SDM, serta
Berkelanjutan koordinasi lintas lembaga. BKT

diharapkan berperan tidak hanya




Nama Peneliti  Judul Hasil Penelitian
Penelitian

sebagai supporting body, tetapi
juga sebagai “government think
tank” dan  “clearing house”
dalam  perumusan  kebijakan
transportasi strategis.

Haris, M.,  Pemberdayaan Studi ini menemukan bahwa

Hendrayani, Keluarga Program BKL di Desa Limau

M., &  Lansia Melalui  Manis, Kampar, berperan efektif

Nurhijjah, H.
(2023)

Program BKL
di Kampar

dalam  meningkatkan  kualitas
hidup lansia melalui pendekatan
pemberdayaan berbasis keluarga.
Keberhasilan program
ditunjukkan melalui pelaksanaan
pembinaan agama, fisik, mental,
dan  sosial ekonomi  yang
melibatkan  keluarga  sebagai
pendamping utama. Penelitian ini
menegaskan bahwa  dukungan
emosional, sosial, dan ekonomi
dari keluarga menjadi faktor kunci
dalam menciptakan lansia yang
sehat, mandiri, dan produktif di
lingkungan masyarakat.

Syam, N. S,
Utmai, F. P., &
Nurfita, D.
(2025).

Evaluasi
Program BKL
di Banguntapan
Kabupaten
Bantul. Jurnal
Ilmiah
Kesehatan
Rustida

Penelitian ini menemukan bahwa
pelaksanaan ~ Program  BKL
Sakinah di Banguntapan, Bantul
telah berjalan sesuai pedoman
BKKBN, namun masih belum
optimal. Keterbatasan pelatihan
kader, minimnya sarana kegiatan,
serta rendahnya partisipasi
keluarga yang memiliki lansia
menjadi  faktor utama yang
menghambat efektivitas program
dalam mencapai tujuan
peningkatan kesejahteraan dan
kualitas hidup lansia.




1.2

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini cenderung terbagi menjadi
dua fokus utama: kajian transformasi kelembagaan umum dalam konteks tata
kelola (misalnya, Harky Ristala, 2022; Ibrahim & Wahidah, 2021) dan fokus
pada implementasi Program BKL di tingkat pelaksana (misalnya, Haris dkk.,
2023 dan Syam dkk., 2025). Kajian kelompok pertama menelaah peningkatan
efisiensi dan responsivitas birokrasi, sementara kelompok kedua mengkaji
aspek keberhasilan program dan hambatan di lapangan. Namun demikian,
terdapat kesenjangan kajian yang signifikan (research gap). Hingga kini,
belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak langsung
momentum transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian

terhadap efektivitas, keberlanjutan, dan alokasi sumber daya Program Sidaya.

Fenomena transformasi kelembagaan ini bersifat aktual dan mendesak untuk
dikaji. Perubahan status Kemendukbangga/BKKBN yang baru terjadi pada
tahun 2024 berpotensi membawa implikasi besar terhadap program prioritas
seperti Sidaya. Penelitian ini mengambil peran krusial untuk mengisi
kekosongan tersebut dengan menganalisis implikasi transformasi
kelembagaan BKKBN terhadap pelaksanaan program. Lokasi penelitian di
Kemendukbangga/BKKBN Lampung sangat strategis karena belum pernah
menjadi objek kajian empiris dalam konteks ini, sehingga menawarkan

perspektif data primer yang unik dan aktual.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, transformasi kelembagaan BKKBN
menjadi Kemendukbangga/BKKBN membawa perubahan yang berpotensi
mempengaruhi arah kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan
terhadap Program Sidaya. Fenomena transformasi kelembagaan ini bersifat
aktual dan belum terdapat kajian empiris serupa yang membahas fenenomena

tersebut, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut.



Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana transformasi kelembagaan BKKBN menjadi
Kemendukbangga/BKKBN?

2. Bagaimana implikasi transformasi kelembagaan tersebut terhadap

pelaksanaan Program Sidaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Menganalisis  transformasi ~ kelembagaan = BKKBN  menjadi
Kemendukbangga/BKKBN.
2. Menganalisis implikasi transformasi kelembagaan tersebut terhadap

pelaksanaan Program Sidaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu
pemerintahan, khususnya mengenai implikasi perubahan kelembagaan
BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN terhadap program Sidaya.
Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi
dalam mengkaji reformasi birokrasi, dinamika kebijakan publik, dan

efektivitas program prioritas pemerintah.

2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi manajemen
Kemendukbangga/BKKBN dalam merumuskan strategi penguatan

program Sidaya agar lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian
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ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
menyelaraskan kebijakan kelembagaan dengan kebutuhan nyata
masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia

agar sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Transformasi Kelembagaan

2.1.1 Definisi Transformasi Kelembagaan

Secara etimologi, kata "transformasi" berasal dari bahasa Inggris,
transformation, yang memiliki arti perubahan bentuk, rupa, atau
keadaan secara menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), transformasi didefinisikan sebagai "perubahan rupa (bentuk,
sifat, dan sebagainya). Perubahan yang terjadi tidak selalu secara
strategis, sementara transformasi adalah sebuah perombakan total yang
bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Dalam konteks
organisasi publik, transformasi juga berkaitan erat dengan reformasi
birokrasi, di mana perubahan budaya organisasi menjadi prasyarat

penting untuk mencapai efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan.

Transformasi kelembagaan pada dasarnya merujuk pada proses
perubahan struktur, aturan, maupun mekanisme yang mengatur jalannya
sebuah organisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan.
Menurut Badio (2022), transformasi kelembagaan merupakan upaya
penataan regulasi dan struktur yang bertujuan memperkuat tata kelola
agar lebih responsif. Sejalan dengan itu, Susanti (2022) menekankan
bahwa transformasi kelembagaan juga mencakup perubahan nilai,
budaya kerja, serta orientasi aparatur sehingga organisasi mampu

menghasilkan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman.
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2.1.2 Jenis Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua

bentuk, yaitu transformasi inkremental dan transformasi radikal.

1. Transformasi Inkremental
Transformasi inkremental merupakan bentuk perubahan yang
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan fokus
pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi prosedur kerja,
serta penyempurnaan sistem yang sudah ada. Perubahan ini bersifat
evolusioner karena dilakukan secara perlahan, sehingga tidak
menimbulkan gejolak besar dalam organisasi. Misalnya, penerapan
sistem digitalisasi arsip, pengembangan aplikasi layanan internal,
atau penyederhanaan alur birokrasi yang bertujuan mempercepat
pelayanan publik tanpa mengubah struktur inti organisasi.
Transformasi ini biasanya lebih mudah diterima oleh pegawai
karena dampaknya terasa langsung serta meminimalkan potensi

resistensi terhadap perubahan (Mauludin dkk., 2021).

2. Transformasi Radikal
Transformasi radikal adalah perombakan fundamental yang
mencakup perubahan besar pada struktur, strategi inti, hingga
budaya organisasi. Perubahan ini bersifat revolusioner karena
dilakukan dalam skala luas dan biasanya dipicu oleh faktor
eksternal yang mendesak, seperti perubahan regulasi pemerintah,
perkembangan teknologi disruptif, krisis sosial-ekonomi, maupun
meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan.
Transformasi radikal menuntut pergeseran paradigma dan pola
pikir seluruh elemen organisasi agar mampu beradaptasi dengan
realitas baru. Contohnya, perombakan tata kelola kelembagaan
dalam rangka menyesuaikan mandat baru dari pemerintah atau
perubahan strategi pelayanan berbasis digital yang mengubah pola

interaksi antara birokrasi dan masyarakat (Aripin dkk., 2024).
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2.1.3 Proses Transformasi Kelembagaan

Proses transformasi kelembagaan pada umumnya berlangsung secara
bertahap melalui penataan regulasi, restrukturisasi organisasi, hingga
inovasi dalam tata kelola. Mauludin (2021) menjelaskan bahwa terdapat
tiga tahapan penting dalam transformasi kelembagaan, yaitu tahap
perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang saling berkaitan. Pada
tahap perencanaan, organisasi melakukan identifikasi masalah dan
kebutuhan sebagai dasar perumusan arah perubahan. Tahap
implementasi berfokus pada pelaksanaan transformasi melalui penataan
struktur maupun mekanisme kerja. Sementara itu, tahap evaluasi
berfungsi untuk menilai sejauh mana efektivitas perubahan yang telah
dijalankan, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di masa depan.
Evaluasi juga penting karena dari tahap ini organisasi dapat
mengidentifikasi kelemahan maupun hambatan yang muncul, sehingga

strategi yang diterapkan bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.

Selain itu, proses transformasi juga menuntut adanya keselarasan antara
visi pimpinan dan implementasi di lapangan, karena tanpa dukungan
kuat dari seluruh lapisan aparatur, perubahan yang dilakukan berpotensi
berhenti di tataran formalitas. Penelitian Arif dan Sari (2023)
menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan tidak hanya
ditentukan oleh desain struktural, melainkan juga oleh komitmen
aparatur dalam menerjemahkan kebijakan baru ke dalam tindakan
nyata. Dengan demikian, transformasi kelembagaan dapat dipahami
tidak sekadar sebagai respons terhadap dinamika lingkungan eksternal,
tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas
internal organisasi, memastikan keberlanjutan reformasi, serta
menghadirkan kebijakan adaptif yang mampu menjawab persoalan

organisasi secara lebih efektif.
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2.1.4 Faktor-faktor Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan di sektor publik merupakan proses besar
yang didorong oleh gabungan faktor eksternal dan internal. Dari luar,
perubahan dipicu oleh dinamika global, pesatnya kemajuan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK), serta tekanan kuat dari masyarakat
yang menuntut birokrasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab
(Yulanda & Adnan, 2023). Tuntutan eksternal ini memaksa organisasi
pemerintah untuk beradaptasi, melakukan perbaikan mendasar, dan
berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Secara internal, faktor
pendorong utamanya adalah adanya komitmen politik yang jelas dari
pimpinan nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
yang membutuhkan perubahan struktural dan fungsional pada lembaga

yang ada.

Keberhasilan reformasi kelembagaan ini sangat bergantung pada
beberapa variabel kunci di tingkat implementasi. Faktor-faktor tersebut
meliputi: kepemimpinan visioner yang mampu memberikan arah dan
mengartikulasikan kebutuhan perubahan; kesiapan sumber daya
manusia (SDM) yang adaptif dan terampil; dukungan regulasi yang
mempermudah penyesuaian struktur dan mekanisme kerja; serta
partisipasi aktif dari seluruh pegawai di setiap tingkatan (Susanti,
2022). Oleh karena itu, semua elemen ini harus berjalan selaras agar
perubahan kelembagaan yang dilakukan tidak sekadar formalitas di atas
kertas, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja, efisiensi
operasional, dan daya tanggap organisasi terhadap mandatnya. Sebab
pada akhirnya, transformasi kelembagaan yang efektif hanya dapat
terwujud apabila perubahan tersebut mampu menanamkan budaya kerja

baru yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.
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2.1.5 Tujuan Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan pada dasarnya diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan strategis yang lebih luas, bukan sekadar perubahan
simbolik. Tujuan utama dari transformasi kelembagaan adalah
meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, sehingga lembaga
publik mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, cepat, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan
pandangan Mursalin dkk., (2023) yang menekankan bahwa reformasi
birokrasi di sejumlah instansi pemerintah telah terbukti mempercepat

proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kajian yang dilakukan oleh Tsani dkk., (2024) juga mempertegas
bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada
beberapa strategi utama. Pertama, restrukturisasi kelembagaan yang
memungkinkan adanya pembagian peran dan fungsi secara lebih jelas.
Kedua, penerapan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen dan pengelolaan
aparatur sehingga mendorong terciptanya sistem kepegawaian yang adil
dan berbasis kompetensi. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik
yang diarahkan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat melalui
transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan. Keempat, penguatan
sistem akuntabilitas dan mekanisme pengawasan untuk meminimalisir
praktik birokrasi yang tidak efisien maupun penyimpangan

administrasi.

Transformasi kelembagaan ditujukan untuk membangun budaya
organisasi yang adaptif. Perubahan yang hanya menekankan aspek
struktural tanpa menyentuh paradigma kerja dan nilai organisasi
cenderung menghasilkan reformasi yang dangkal dan sulit bertahan
lama. Oleh karena itu, pembaruan pola pikir, peningkatan
profesionalisme, serta penginternalisasian budaya pelayanan publik
menjadi tujuan penting yang harus berjalan beriringan dengan

perubahan prosedural dan teknis.
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Tujuan transformasi kelembagaan tidak hanya sebatas meningkatkan
kapasitas teknis organisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi
di mata masyarakat. Organisasi publik yang mampu bertransformasi
dengan baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat, karena dinilai
mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, dan adaptif
terhadap perkembangan zaman. Pada akhirnya, transformasi
kelembagaan diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan birokrasi
yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik

secara berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Tentang Lansia

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
Sementara itu, World Health Organization (WHO) membagi kategori lansia
menjadi empat kelompok, yaitu usia pertengahan (45-59 tahun), lanjut usia
(60—74 tahun), lanjut usia tua (75-90 tahun), dan usia sangat tua (lebih dari
90 tahun) (WHO, 2020). Pembagian ini menegaskan bahwa penuaan
merupakan proses alami yang terjadi secara bertahap dan berbeda pada
setiap individu tergantung pada kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan

sosialnya.

Proses penuaan tidak hanya berdampak pada kondisi biologis seseorang,
tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Lansia
sering kali mengalami perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat,
menurunnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta tantangan seperti
kesepian, kehilangan pasangan hidup, dan ketergantungan terhadap anggota
keluarga (BPS, 2024). Dalam konteks sosial, perubahan struktur keluarga
dari bentuk besar menjadi keluarga inti juga berpengaruh terhadap
berkurangnya dukungan emosional dan sosial bagi lansia. Oleh karena itu,
keberadaan sistem sosial dan kebijakan publik yang berpihak pada lansia

menjadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mereka di masa tua.



17

Menurut Haris dkk., (2023), lansia merupakan kelompok masyarakat yang
memerlukan perhatian dan pendampingan khusus karena keterbatasan fisik
serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial yang
menurun. Di lain sisi, lansia tetap memiliki potensi besar untuk berperan
aktif dalam keluarga dan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat
produktif dan edukatif. Melalui dukungan keluarga serta lingkungan sosial
yang kondusif, lansia dapat menjalani masa tuanya secara mandiri, aktif,
dan sejahtera, sekaligus menjadi sumber nilai dan pengalaman berharga bagi

generasi muda.

2.3 Tinjauan Program Sidaya

2.3.1 Program Sidaya

Sidaya merupakan program inovasi Kemendukbangga/BKKBN yang
dirancang untuk menjawab tantangan penuaan penduduk melalui
pendekatan pemberdayaan lansia berbasis keluarga dan komunitas.
Secara konseptual, Sidaya menekankan bahwa lansia bukan sekadar
kelompok rentan yang perlu dilindungi, melainkan SDM yang memiliki
potensi  untuk  berkontribusi dalam  pembangunan  bangsa
(Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Program ini mengusung paradigma
baru, di mana lansia dioptimalkan perannya sebagai subjek aktif yang
berdaya secara sosial, ekonomi, spiritual, dan psikologis, dengan

dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Perumusan Sidaya dilatarbelakangi oleh transformasi dari program
sebelumnya yaitu BKL. Pergeseran ini merespons perubahan
demografis signifikan, di mana proporsi lansia di Indonesia telah
mencapai 12 persen dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024).
Meskipun BKL berfokus pada peningkatan pengetahuan keluarga dalam

merawat lansia, program ini dinilai belum sepenuhnya mendorong
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kemandirian dan partisipasi lansia dalam kehidupan sosial dan ekonomi
(Nuraini, 2021). Oleh karena itu, Sidaya hadir sebagai pergeseran
paradigma dari welfare-based (berbasis kesejahteraan) menuju
empowerment-based  (berbasis pemberdayaan). Pergeseran ini
diwujudkan melalui integrasi konsep 7 Dimensi Lansia Tangguh, yang
meliputi dimensi spiritual, emosional, intelektual, fisik, sosial,
profesional, dan finansial, sebagai kerangka utama dalam pelaksanaan

program.

Program ini ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional,
dan dasar hukum pelaksanaannya diperkuat melalui Keputusan Menteri
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN  Nomor
96/KEP/F3/2025 tentang Panduan Lanjut Usia Berdaya. Penguatan ini
merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis
Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029. Perubahan dari BKL
menjadi Sidaya adalah wujud nyata reorientasi kebijakan pemerintah
untuk menciptakan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan memiliki

kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Tujuan Program Sidaya

Tujuan utama Program Sidaya adalah meningkatkan kualitas hidup
lansia secara menyeluruh melalui pemberdayaan yang berbasis keluarga
dan komunitas. Program ini berupaya membentuk lansia yang sehat,
aktif, produktif, mandiri, serta memiliki daya adaptasi terhadap
perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungannya
(Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Pelaksanaan Sidaya diarahkan
untuk memperkuat kemampuan lansia agar tetap berperan dalam
keluarga, menjadi panutan bagi generasi muda, serta menjaga

keseimbangan fungsi sosial di masyarakat.

Secara strategis, Sidaya memiliki beberapa tujuan turunan, antara lain:

(1) memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan peran lansia;
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(2) menciptakan lingkungan yang ramah lansia (age-friendly
environment) di tingkat komunitas; (3) mendorong partisipasi aktif
lansia dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan; serta (4)
membangun sistem pendampingan berkelanjutan lintas sektor. Program
Sidaya juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan program
pembangunan manusia di seluruh siklus kehidupan agar kebijakan
kependudukan tidak berhenti pada wusia produktif, tetapi juga
menjangkau tahap lanjut usia. Dengan demikian, Sidaya berperan
penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

demografis.

2.3.3 Indikator Program Sidaya

Keberhasilan implementasi Program Sidaya diukur melalui seperangkat
indikator yang mencerminkan capaian pemberdayaan lansia secara
menyeluruh. Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip 7
Dimensi Lansia Tangguh dan kerangka evaluasi kinerja yang ditetapkan
oleh Kemendukbangga/BKKBN. Pengukuran dilakukan secara
kuantitatif maupun kualitatif, dengan melibatkan unsur keluarga,
komunitas, dan perangkat pemerintah di tingkat daerah sebagai
pelaksana di lapangan (Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Secara
umum, indikator keberhasilan Sidaya terbagi menjadi dua kategori
utama, yaitu indikator kuantitatif dan kualitatif, yang dijelaskan sebagai
berikut:
1. Indikator Kuantitatif
a. Kelembagaan dan partisipasi: meningkatnya jumlah kelompok
kegiatan Sidaya aktif di tingkat desa, kelurahan, atau wilayah
binaan.
b. Peningkatan keterlibatan lansia: bertambahnya jumlah lansia yang
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, ekonomi, dan

pelatihan keterampilan.
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Peningkatan kapasitas keluarga: meningkatnya jumlah keluarga
yang memperoleh edukasi dan pendampingan tentang perawatan
serta pemberdayaan lansia.

Kesehatan dan kesejahteraan: meningkatnya persentase lansia
yang melaporkan kondisi kesehatan baik, mental stabil, serta
kesejahteraan sosial yang memadai.

Cakupan data dan pelaporan: meningkatnya jumlah wilayah yang
melakukan pendataan rutin, pemantauan, dan evaluasi program

Sidaya secara berkelanjutan (Kemendukbangga/BKKBN, 2025).

. Indikator Kualitatif

Indikator ini digunakan untuk menilai perubahan perilaku, nilai, dan

tingkat pemberdayaan lansia yang tidak sepenuhnya dapat diukur

secara numerik. Pengukuran ini mengacu pada 7 Dimensi Lansia

Tangguh, yaitu:

a.

Spiritual: meningkatnya kedekatan lansia dengan kegiatan
keagamaan dan spiritual yang menumbuhkan ketenangan batin
serta rasa syukur.

Emosional: meningkatnya kemampuan lansia dalam mengelola
stres, menjaga suasana hati positif, dan mempertahankan

hubungan sosial yang harmonis.

. Intelektual: peningkatan partisipasi lansia dalam kegiatan belajar,

membaca, berbagi pengetahuan, atau mengajar keterampilan
kepada generasi muda.

Fisik: meningkatnya frekuensi pemeriksaan kesehatan rutin,
olahraga ringan, serta kepatuhan terhadap gaya hidup sehat.
Sosial: meningkatnya keterlibatan lansia dalam kelompok sosial,
kegiatan kemasyarakatan, dan relasi antar generasi di komunitas.
Profesional: bertambahnya jumlah lansia yang tetap aktif secara
ekonomi melalui kegiatan usaha, keterampilan, atau aktivitas

produktif lainnya.
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g. Finansial: meningkatnya kemampuan lansia dalam mengelola
keuangan pribadi dan mengurangi ketergantungan ekonomi

terhadap keluarga (Kemendukbangga/BKKBN, 2025).

2.4 Teori Perubahan Kelembagaan

Secara konseptual, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk memahami
transformasi kelembagaan dan implikasi terhadap program-program terkait.
Salah satu teori yang dapat digunakan adalah Teori Perubahan Kelembagaan
(Institutional Change Theory) yang dikembangkan oleh Douglass C. North
(1990). North mendefinisikan institusi sebagai aturan main (rules of the
game), vyaitu kendala buatan manusia yang bertujuan mengurangi
ketidakpastian dalam interaksi sosial dan ekonomi, serta membentuk struktur

insentif dalam suatu sistem, dengan indikator utama sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Aturan Formal (Formal Constraints)
2. Hubungan Principal Agent (Power Relations).
3. Alokasi Sumber Daya (Resources Allocation).

4. Penyelarasan Kebijakan (Policy Alignment).

Selain Teori Perubahan Kelembagaan, transformasi kelembagaan juga dapat
dianalis menggunakan Adaptive Governance Theory yang dikemukakan oleh
(Ronald D. Brunner et al., 2005), teori ini berakar dari konsep resiliensi
sosial-ekologis dan fokus pada kemampuan suatu sistem pemerintahan untuk
belajar, berubah, dan berinovasi dalam menghadapi ketidakpastian, kejutan,
atau perubahan lingkungan. Adaptive Governance Theory memiliki tiga

indikator utama, yaitu:

1. Fleksibilitas Kelembagaan (/nstitutional Flexibility)
2. Pembelajaran dan Inovasi (Learning and Innovation)

3. Partisipasi dan Inklusivitas (Participation and Inclusivity)
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Kurt Lewin juga mengemukakan teori perubahan organisasi (Lewins Change
Theory) yang dijelaskan Cummings, Bridgman, dan Brown (2016), serta
diperdalam dalam publikasi versi terbaru (4 Lewin 3-Step Model VI Accepted
Version, 2020). Lewin'’s Change Theory mengemukakan bahwa transformasi
kelembagaan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu unfreezing, changing, dan

refreezing.

Dari ketiga teori di atas, peneliti memilih menggunakan Teori Perubahan
Kelembagaan (Institutional Change Theory) yang dikembangkan oleh
Douglass C. North (1990). Teori ini relevan digunakan sebagai penguat
temuan transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian dan
implikasinya terhadap program Sidaya sesuai dengan indikator teoritis utama

berikut:

1. Kewenangan dan Aturan Formal (Formal Constraints): Menganalisis
perubahan pada regulasi tertulis yang mengatur struktur dan otoritas
legal BKKBN pasca-transformasi, serta dampaknya terhadap penetapan

fungsi dan mandat baru (Program Sidaya).

2. Hubungan Principal Agent (Power Relations): Menganalisis perubahan
dalam garis komando dan akuntabilitas organisasi terhadap otoritas

tertinggi (Principal).

3. Alokasi Sumber Daya (Resources Allocation): Menganalisis perubahan
hak dan kontrol organisasi atas sumber daya (anggaran, personel)
sebagai konsekuensi dari perubahan status kelembagaan, serta

dampaknya pada dukungan finansial dan SDM Program Sidaya.

4. Penyelarasan Kebijakan (Policy Alignment): Menganalisis kemampuan
kelembagaan yang baru untuk mengurangi biaya transaksi dalam
berkoordinasi dengan organisasi lain (lintas kementerian/lembaga),
sehingga meningkatkan efisiensi dan integrasi kebijakan Program

Sidaya.
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2.5 Kerangka Berpikir

Transformasi BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN, yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024, merupakan langkah
strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola di bidang kependudukan.
Perubahan ini membawa konsekuensi langsung pada fungsi, kewenangan, dan
arah kebijakan program yang dijalankan, termasuk Program Sidaya yang

sebelumnya dikenal sebagai BKL.

Untuk memahami dinamika antara perubahan formal dan realitas di lapangan
tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan
(Institutional Change Theory) yang dikemukakan oleh Douglass C. North
(1990) sebagai landasan analitis. Teori North digunakan untuk memperkuat
temuan penelitian yang dianalisis melalui empat indikator: Kewenangan dan
Aturan Formal, Hubungan Principal Agent, Alokasi Sumber Daya, dan
Penyelarasan Kebijakan. Hubungan antarunsur tersebut akan diuraikan lebih

lanjut dalam kerangka berpikir penelitian.



Transformasi Kelembagaan BKKBN Menjadi
Kemendukbangga/BKKBN
(Perpres No 180 tahun 2024)

U

Penetapan Status Sidaya sebagai Program Prioritas

U

1.

Teori Perubahan Kelembagaan Douglass C. North (1990)

Kewenangan dan Aturan Formal (Formal Constraints)
2. Hubungan Principal Agent (Power Relations)
3. Alokasi Sumber Daya (Resources Allocation)
4. Penyelarasan Kebijakan (Policy Alignment)

U

Implikasi terhadap Program Sidaya

Gambar 2. Kerangka Pikir
(Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2026)
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode
deskriptif kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami
secara mendalam dan holistik fenomena kesenjangan implementasi yang
muncul pasca-transformasi kelembagaan BKKBN menjadi
Kemendukbangga/BKKBN. Fenomena yang dikaji adalah perbedaan yang
signifikan antara idealitas dan realitas pelaksanaan program Sidaya sebagai

program prioritas di lapangan.

Metode ini dianggap tepat karena, sebagaimana dikemukakan oleh
Singarimbun dan Efendi (2008), penelitian kualitatif berorientasi pada
pemahaman terhadap makna, proses, dan konteks, yang sangat krusial untuk
menganalisis dinamika yang menjadi kerangka acuan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan menyajikan data
secara sistematis dan faktual, berfokus utama pada gambaran detail mengenai
kesenjangan tersebut. Untuk memastikan kajian tetap fokus dan tidak meluas,
penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi transformasi
kelembagaan sebagai faktor pemicu kesenjangan pada program Sidaya di

Provinsi Lampung.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan agar kajian tetap berada dalam batasan
permasalahan yang jelas dan relevan. Menurut Singarimbun dan Efendi
(2008), fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi kualitatif, sehingga
data yang dikumpulkan hanya yang berhubungan langsung dengan rumusan

masalah.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi kelembagaan
BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN, khususnya dalam aspek
kelembagaan dan implikasinya terhadap program Sidaya. Penelitian ini
menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory)
yang dikembangkan oleh Douglass C. North (1990) yang diposisikan sebagai

penguat temuan penelitian dengan perincian sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Aturan Formal (Formal Constraints): Menganalisis
perubahan pada regulasi tertulis yang mengatur struktur dan otoritas legal
BKKBN pasca-transformasi, serta dampaknya terhadap penetapan fungsi
dan mandat baru (Program Sidaya)

2. Hubungan Principal Agent (Power Relations): Menganalisis perubahan
dalam garis komando dan akuntabilitas organisasi terhadap otoritas
tertinggi (Principal).

3. Alokasi Sumber Daya (Resources Allocation): Menganalisis perubahan
hak dan kontrol organisasi atas sumber daya (anggaran, personel) sebagai
konsekuensi dari perubahan status kelembagaan, serta dampaknya pada
dukungan finansial dan SDM Program Sidaya.

4. Penyelarasan Kebijakan (Policy Alignment): Menganalisis kemampuan
kelembagaan yang baru untuk mengurangi biaya transaksi dalam
berkoordinasi dengan organisasi lain (lintas kementerian/lembaga),

sehingga meningkatkan efisiensi dan integrasi kebijakan Program Sidaya.
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3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi. Pertama di Kantor
Kemendukbangga/BKKBN Lampung yang beralamat di JI. Abdi Negara No.
3, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dimana pemilihan lokasi ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Kemendukbangga/BKKBN
Lampung tersebut merupakan pusat aktivitas kelembagaan sekaligus tempat
berlangsungnya proses transformasi organisasi. Kedua, Sekolah Lansia Ayu
dipilih karena sebagai salah satu tempat pelaksanakan program Sidaya yang

berlokasi di Kelurahan Kedaton, Keamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi otentik mengenai situasi dan kondisi latar penelitian, sebagaimana
dijelaskan oleh Singarimbun dan Efendi (2008). Dalam studi ini, pemilihan
informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu didasarkan pada kriteria
bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam dan terlibat langsung dalam

fenomena transformasi kelembagaan terhadap program Sidaya.

Kriteria utama pemilihan informan adalah mereka harus memiliki pengalaman
kerja minimal dua tahun di Kemendukbangga/BKKBN Lampung, mencakup
periode sebelum dan sesudah berlakunya transformasi, sehingga dapat
memberikan perspektif perbandingan yang valid mengenai kesenjangan yang

terjadi.
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No. Nama Jabatan/Instansi Alasan Pemilihan
Informan
1 Dra. Sri Rejeki  Ketua Tim Kerja Memiliki kewenangan
Wuwuh KSPK strategis dalam
Handayani, Kemendukbangg/BK  pelaksanaan dan kebijakan
M.LP. KBN Provinsi program Sidaya di Provinsi
Lampung) Lampung.
2 Annastasia Penanggung Jawab Terlibat langsung dalam
Nika Susanti,  Program Sidaya pengelolaan dan
M.Si. pelaksanaan program
Sidaya di Provinsi
Lampung.
3 Pravitasari, Anggota Penanggung  Terlibat langsung dalam
S.Psi., M.Sc. Jawab Program pengelolaan dan
Program Sidaya pelaksanaan program
Sidaya di Provinsi
Lampung.
4 Tubinatul Aini  Kepala Sekolah Memiliki pengalaman
Lansia AYU dalam penerapan konsep

5 Yunsidawati

6 P. Nanning
Rahayu

Siswa Sekolah Lansia

Ayu

Siswa Sekolah Lansia

Ayu

pemberdayaan lansia di
Sekolah Lansia.
Memberikan pandangan
dan pengalaman langsung
terkait program sekolah
lansia

Memberikan pandangan
dan pengalaman langsung
terkait program sekolah

lansia
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3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan

data sekunder. Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), sumber data utama

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan dokumen

serta catatan lain berfungsi sebagai sumber data tambahan. Pemilihan kedua

jenis data ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang

menyeluruh dan akurat mengenai transformasi kelembagaan BKKBN menjadi

Kementerian dan implikasinya terhadap pelaksanaan program Sidaya di

Provinsi Lampung. Untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data

sebagai berikut:

1.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber
utama yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program. Sumber
data primer dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural, staf pelaksana,
serta mitra program di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Lampung
yang berperan dalam implementasi Program Sidaya. Pengumpulan data
primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang faktual dan
mendalam mengenai alasan perubahan status program, proses
implementasi di lapangan, serta dampak yang dirasakan terhadap
efektivitas kelembagaan dan pelaksanaan program pasca transformasi
tersebut.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan diperoleh dari
berbagai sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain,
namun tetap memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Data sekunder
ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer,
serta memberikan landasan konseptual dan kontekstual dalam
menganalisis dampak perubahan kelembagaan terhadap pelaksanaan

program. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen
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resmi, laporan kelembagaan, hasil evaluasi program, peraturan perundang-
undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan transformasi
kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN  dan

pelaksanaan Program Sidaya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)
Wawancara (Interview) merupakan proses memperoleh data melalui
keterangan guna tujuan penelitian dengan cara bertatap muka yang
dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan (Singarimbun dan Efendi, 2008).
Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara
langsung dari informan yang telah ditentukan secara purposive, yaitu
pejabat pelaksana di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Lampung
yang memahami dinamika perubahan kelembagaan dan pelaksanaan
Program Sidaya serta Pejabat dan Siswa Sekolah Lansia Ayu sebagai
pelaksana dan penerima manfaat.
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang
mendukung dan memperkaya hasil wawancara. Dokumen yang dikaji
meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor
180 Tahun 2024, struktur organisasi BKKBN sebelum dan sesudah
transformasi, laporan kelembagaan, serta dokumen internal dan eksternal
terkait pelaksanaan Program Sidaya di Provinsi Lampung. Analisis
dokumen ini berfungsi sebagai dasar kontekstual yang membantu peneliti
memahami arah kebijakan kelembagaan, sekaligus menjadi pembanding
terhadap data empiris yang diperoleh dari wawancara. Selain itu,
penelaahan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa temuan
penelitian berada dalam koridor regulasi dan perkembangan institusional

yang berlaku.
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3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan Adalah
melakukan pengolahan data. Menurut Effendi dan Singarimbun (2008),

Pengelohan data mencakup:

1. Editing Data
Pemeriksaan, yang sering disebut editing merupakan tahap pengolahan
atau pengecekan ulang terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan,
bertujuan untuk menilai kesesuaian dan relevansi data terhadap informasi
sebenarnya agar dapat diproses lebih lanjut. Data yang didapatkan oleh
peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah, dimana hasil
wawancara terlebih dahulu dilakukan penyuntingan kata-kata supaya layak
disajikan.
2. Interpretasi Data
Interpretasi data digunakan untuk menemukan makna dan hasil
penelitian, Tahap ini tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data
yang diperoleh, tetapi juga diolah sehingga menghasilkan kesimpulan
penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah, peneliti mencoba untuk
menginterpetasikan ~ data  yaitu  dengan  mencocokkan  atau
menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi, yang
kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan

kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh.
Dalam penelitian kualitatif, teknik pengelolaan data dilakukan dengan

berbagai metode yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang
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komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti

menggunakan beberapa teknik pengelolaan data untuk mendapatkan

informasi yang diperlukan, di antaranya:

1.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada aspek penting sesuai tema penelitian, dan membuang
data yang tidak relevan (Sugiyono, 2019). Tahap ini memudahkan
peneliti menemukan inti permasalahan, memberikan gambaran yang
lebih jelas mengenai fokus penelitian, serta mempermudah pengumpulan
data berikutnya. Proses reduksi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi
berlangsung secara berkesinambungan sejak pengumpulan data awal
hingga tahap analisis akhir.

Penyajian Data (Data Display)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), bentuk penyajian
data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.
Penyajian data secara naratif memudahkan peneliti memahami kondisi di
lapangan, melihat pola hubungan antarvariabel, dan merencanakan
langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini, data disajikan melalui
narasi deskriptif yang dilengkapi kutipan langsung, tabel ringkasan, atau
diagram alur.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification)

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian
kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, tetapi bersifat sementara
dan dapat berkembang seiring dengan temuan di lapangan. Kesimpulan
dikatakan kredibel apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten
melalui proses verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan bukti
dan data yang relevan serta verifikasi dilakukan secara terus-menerus
dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik,

sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak.
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3.9 Teknik Validasi Data

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), teknik validasi data adalah tingkat
kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh dan sejauh mana data
tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan uji kredibilitas untuk memastikan keabsahan data. Uji
kredibilitas dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan
pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau metode lain

sebagai pembanding data.

Menurut Sugiyono (2019), terrdapat tiga jenis triangulasi yang umum
digunakan:
1. Triangulasi Sumber
Menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai
sumberatau informan penelitian.
2. Triangulasi Teknik
Menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh
melalui teknik pengumpulan yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu
Menguji  keabsahan data dengan membandingkan informasi yang

dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai
informan di Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung untuk memastikan
keberanaran informasi yang diproleh. Selanjutnya data wawancara diperkuat
melalui dokumen, arsip yang menunjukkan kesamaan informasi sehingga

kesimpulan penelitian dapat lebih kredibel dan dapat dipercaya.



IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung merupakan unit
kerja vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga atau dikenal dengan Kemendukbangga/BKKBN.
Perwakilan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan
kebijakan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga pada
tingkat daerah, khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Keberadaan instansi
ini menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,
terutama dalam memastikan program dan kebijakan pusat dapat

diimplementasikan secara efektif di tingkat provinsi.

Secara kelembagaan, Kemendukbangga/BKKBN mengalami perubahan
signifikan pada tahun 2024 melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
180 Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Melalui regulasi tersebut, BKKBN yang sebelumnya
berstatus sebagai badan nonkementerian secara resmi bertransformasi
menjadi  kementerian. Transformasi kelembagaan ini tidak hanya
mencerminkan perubahan status dan struktur organisasi, tetapi juga
menunjukkan penguatan peran pemerintah dalam isu kependudukan dan
pembangunan keluarga sebagai bagian dari implementasi misi ketujuh Asta

Cita.

Dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya, struktur  organisasi
Kemendukbangga/BKKBN dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat

pusat, perwakilan di tingkat provinsi, hingga unit pelaksana di tingkat
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kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Kemendukbangga/BKKBN Lampung
berperan sebagai perpanjangan tangan kementerian di tingkat daerah yang
bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta melaksanakan berbagai
program kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebijakan
nasional. Struktur berjenjang tersebut memungkinkan terjadinya keterpaduan

kebijakan antara pusat dan daerah.

Secara geografis, Kemendukbangga/BKKBN Lampung berlokasi di Jalan
Abdi Negara Nomor 3, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini merupakan pusat aktivitas
kelembagaan di tingkat provinsi yang menjadi tempat berlangsungnya proses
administrasi, koordinasi antarbidang, serta pelaksanaan berbagai program
kerja. Aksesibilitas lokasi yang relatif mudah dijangkau turut mendukung
efektivitas pelayanan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai lokasi penelitian, Kemendukbangga/BKKBN Lampung dipandang
relevan karena menjadi salah satu daerah yang secara langsung mengalami
dan menjalankan proses transformasi kelembagaan pasca perubahan status
BKKBN menjadi kementerian, sehingga menjadikan instansi ini sebagai
ruang empiris yang tepat untuk mengkaji dinamika kelembagaan,
penyesuaian peran organisasi, serta implikasi transformasi kelembagaan
dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di

tingkat daerah.

4.1.1. Struktur Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung

Berdasarkan Surat Tugas Nomor SR-19/HK.02.02/J/2025 tentang Tim
Kerja di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung,

struktur organisasi terdiri dari:

1.  Kepala Perwakilan
2. Sekretaris Badan

3.  Tim Kerja Pengendalian Penduduk
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Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Tim Kerja Umum, Pengelolaan BMN dan Hubungan Masyarakat
Tim Kerja Z1 WBK/WBBM dan SPIP

e A A

9.  Tim Kerja Hukum, Kepegawaian dan Pelayanan Publik

10. Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

11. Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi
12.  Tim Kerja Pengembangan SDM, Kependudukan, PK dan KB

TIM KERJA PENGENDALIAN
PENDUDUK

MUNAWAR SHO LSi

| RE NP 2
TIM KERJA ZI WBK/WBBM TIM KERJA HUKUM, Ki ? | TIMKERJA PERENCANAAN
DAN SPIP DAN PELA = DAN KEUANGAN
MOHAMAD MUBE SE s, A IYANTI LISATR 1

Gambar 3. Struktur Organisasi KeeﬁﬁukﬁanggBKKBN Lampung
Sumber: JDIH Kemendukbangga/BKKBN Lampug

4.1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung

1. Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kemendukbangga/BKKBN Lampung sesuai dengan kebijakan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Kepala Perwakilan bertanggung jawab memastikan

keterpaduan kebijakan pusat dan daerah, mengoordinasikan kinerja
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seluruh tim kerja, serta melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap aparatur dalam rangka pencapaian tujuan program

kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat provinsi.
2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan
dalam penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan,
dan kepegawaian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Kemendukbangga/BKKBN Lampung. Sekretaris Badan berperan dalam
mengoordinasikan  penyusunan rencana kerja dan anggaran,
pengelolaan administrasi organisasi, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan kelembagaan.
3. Tim Kerja Pengendalian Penduduk

Tim Kerja Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
dan mengoordinasikan kegiatan pengendalian penduduk di tingkat
Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan
Kemendukbangga/BKKBN. Tim kerja ini berperan dalam mendukung
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk melalui
penguatan data, analisis kependudukan, serta koordinasi dengan
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sebagai bagian
dari upaya mewujudkan pembangunan kependudukan yang

berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja

Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian penduduk di
tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data
kependudukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan

kebijakan;
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c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi terkait;

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengendalian penduduk;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk
sebagai bahan pertanggungjawaban dan perumusan kebijakan

selanjutnya.
4. Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
di  tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan
Kemendukbangga/BKKBN. Tugas pokok Tim Kerja ini adalah
memastikan terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan keluarga
berencana serta kesehatan reproduksi secara efektif, terintegrasi, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan

reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas dan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan dan program keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mitra
terkait;

c. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi;

d. Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan

konseling di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
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e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi.
5. Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program
ketahanan, kesejahteraan, dan pemberdayaan keluarga di tingkat
Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan
Kemendukbangga/BKKBN. Tugas pokok Tim Kerja ini adalah
meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui pelaksanaan
program pembinaan, pemberdayaan, serta penguatan fungsi keluarga

sebagai unit dasar pembangunan SDM.

Dalam melaksanakan tugas dan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan dan program ketahanan serta kesejahteraan
keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan keluarga melalui
kelompok kegiatan dan program terkait;

c. Pengoordinasian pelaksanaan program kesejahteraan dan
pemberdayaan keluarga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
dan mitra kerja;

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban dan

perumusan kebijakan.
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6. Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan advokasi, komunikasi,
serta penggerakan peran serta masyarakat dalam mendukung program
kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat Provinsi Lampung
sesuai dengan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN. Tim kerja ini
berperan dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dan pemangku
kepentingan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di

daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja

Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan komunikasi kebijakan
kependudukan dan pembangunan keluarga;

b. Penggerakan partisipasi masyarakat, mitra kerja, dan pemangku
kepentingan;

c. Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada
masyarakat;

d. Pengoordinasian kerja sama lintas sektor dan kemitraan;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

penggerakan dan peran serta masyarakat.
7.Tim Kerja Umum, Pengelolaan BMN dan Hubungan Masyarakat

Tim Kerja Umum, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan
Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah
tangga, pengelolaan BMN, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di
lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja
ini berperan dalam mendukung kelancaran administrasi kelembagaan,
pengelolaan aset negara, serta penyampaian informasi publik sebagai

bagian dari tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Umum,
Pengelolaan BMN dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan
administrasi perkantoran;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, termasuk pengelolaan
sarana dan prasarana kerja;

c. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, meliputi
pencatatan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset;

d. Pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan Barang
Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik;

f.  Pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan diseminasi informasi
kegiatan kelembagaan;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
dukungan administrasi dan kehumasan,;

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

urusan umum, pengelolaan BMN, dan hubungan masyarakat.
8. Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP

Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP memiliki tugas pokok
melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, serta penguatan pelaksanaan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan
Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan
penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan
SPIP menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyusunan rencana dan strategi pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas dan SPIP;

b. Pengoordinasian  pelaksanaan  program dan kegiatan = ZI
WBK/WBBM pada seluruh unit kerja;

c. Fasilitasi penerapan prinsip integritas, pencegahan korupsi, dan
penguatan akuntabilitas kinerja;

d. Pelaksanaan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan penerapan
SPIP;

e. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan ZI WBK/WBBM
dan SPIP;

f. Penyusunan laporan serta rekomendasi perbaikan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
9. Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik

Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan urusan
hukum, pengelolaan SDM aparatur, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi
Lampung. Tim kerja ini berperan dalam mendukung kepastian hukum,
tata kelola kepegawaian yang profesional, serta penyelenggaraan

pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Hukum,

Kepegawaian, dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

a.  Pelaksanaan penelaahan dan penyusunan bahan kebijakan di
bidang hukum serta peraturan perundang-undangan;

b.  Pelaksanaan fasilitasi advokasi hukum dan penanganan
permasalahan hukum kelembagaan;

c.  Pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi perencanaan
kebutuhan pegawai, pengangkatan, mutasi, dan pengembangan
karier aparatur;

d.  Pelaksanaan pembinaan disiplin, penilaian kinerja, serta

pengembangan kompetensi aparatur;
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e.  Pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi
Lampung;

f. Penanganan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut atas
keluhan dan masukan terkait pelayanan publik;

g.  Pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan dan inovasi
pelayanan publik;

h.  Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

urusan hukum, kepegawaian, dan pelayanan publik.
10.Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian dan  penyelenggaraan perencanaan  program,
penganggaran, serta  pengelolaan  keuangan di  lingkungan
Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan
dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan program dan
dukungan anggaran, serta menjamin pengelolaan keuangan yang tertib,
transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja

Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan
kebijakan dan prioritas Kemendukbangga/BKKBN;

b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, termasuk
rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kegiatan;

c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, mulai dari penatausahaan,
pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan;

d. Pelaksanaan verifikasi dan pengendalian administrasi keuangan
kegiatan dan program;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran dan

capaian kinerja program;
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f.  Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

g. Pengoordinasian pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan;

h. Penyediaan data dan informasi perencanaan serta keuangan sebagai

bahan pengambilan keputusan pimpinan.
11. Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi

Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan  pengoordinasian dan pengelolaan data  serta
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan
Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan
dalam mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan
terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kependudukan dan

pembangunan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Data dan

Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan, pemutakhiran, dan validasi data kependudukan,
keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;

b. Penyediaan dan penyajian data serta informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pimpinan;

c. Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi
dan aplikasi pendukung program;

d. Pengoordinasian integrasi data lintas bidang dan lintas sektor;

e. Pelaksanaan pengamanan data dan sistem informasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

f.  Pemberian dukungan teknis teknologi informasi kepada unit kerja
dan pelaksana program;

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data

dan teknologi informasi.
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12. Tim Kerja Pengembangan SDM, Kependudukan, PK, dan KB

Tim Kerja Pengembangan SDM, Kependudukan, PK, dan KB memiliki
tugas pokok melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi
pengembangan SDM yang bergerak di bidang kependudukan,
pembangunan keluarga (PK), dan keluarga berencana (KB). Tim kerja
ini  berfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan
profesionalitas aparatur serta mitra kerja agar mampu mendukung

pelaksanaan program secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Tim Kerja Pengembangan SDM

Kependudukan, PK, dan KB menjalankan fungsi:

a. Penyusunan kebutuhan dan perencanaan pengembangan kapasitas
SDM kependudukan, PK, dan KB;

b. Fasilitasi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan
kompetensi aparatur serta mitra kerja;

c. Pengembangan materi, metode, dan model pembelajaran di bidang
kependudukan, PK, dan KB;

d. Pengoordinasian pelaksanaan pengembangan SDM dengan unit kerja
terkait dan pemangku kepentingan;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan
SDM;
f. Penyusunan laporan pengembangan SDM kependudukan, PK, dan
KB.

4.1.3 Visi dan Misi Kemendukbangga/BKKBN Lampung

Visi dan Misi Perwakilan Kemendukbangg/BKKBN Provinsi Lampung
mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Prabowo
Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming
Raka yaitu:
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“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi

Menguatkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta perlindungan
dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Meningkatkan ketahanan nasional serta mendorong kemandirian
bangsa melalui penguatan sektor strategis seperti pangan, energi,
air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas,
menumbuhkan semangat kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur
secara berkelanjutan.

Mengoptimalkan pembangunan SDM melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, prestasi olahraga, kesetaraan gender,
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang
disabilitas.

Melanjutkan upaya hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi
peningkatan nilai tambah sumber daya dalam negeri.
Mempercepat pembangunan dari desa dan lapisan masyarakat
bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan menekan angka
kemiskinan.

Memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi,
disertai peningkatan upaya pencegahan serta pemberantasan
korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat toleransi
antarumat beragama demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan

sosial.
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Dalam kerangka Asta Cita, Kemendukbangga/BKKBN diberikan
mandat strategis pada misi keempat dan keenam, yaitu dalam
penguatan pembangunan SDM serta percepatan pengentasan
kemiskinan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program
kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang

berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Visi dan misi Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung saat ini
pada dasarnya masih selaras dengan visi dan misi kelembagaan pada
periode sebelumnya. Penyesuaian perumusan visi dan misi tersebut
dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dan
pembangunan keluarga dengan agenda pembangunan nasional yang

baru.

Pada periode sebelumnya, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi
Lampung memiliki visi “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya
dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga
berkualitas™. Untuk mewujudkan visi tersebut,
Kemendukbangga/BKKBN Lampung merumuskan misi yang meliputi
pengarusutamaan  pembangunan  berwawasan  kependudukan,
penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
fasilitasi pembangunan keluarga, penguatan jejaring kemitraan, serta

penerapan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Dalam konteks visi dan misi yang baru, substansi visi dan misi lama
tersebut secara konseptual terintegrasi dalam misi keempat dan
keenam Asta Cita, khususnya dalam penguatan pembangunan SDM
serta percepatan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian,
perubahan visi dan misi Kemendukbangga/BKKBN Provinsi
Lampung menunjukkan kesinambungan arah kebijakan menuju

Indonesia Emas 2045.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN
yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024
memperkuat posisi institusional dalam struktur pemerintahan, memperluas
kewenangan, serta meningkatkan legitimasi dalam perumusan dan
pengendalian kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga.
Transformasi ini  menunjukkan terjadinya penguatan institusional
(institutional strengthening) yang ditandai dengan penguatan aturan formal,
peningkatan posisi dalam hierarki kekuasaan, serta penegasan mandat

strategis melalui program prioritas nasional (Quick Wins).

Implikasi dari transformasi kelembagaan terhadap pelaksanaan Program
Sidaya secara umum menunjukkan adanya implikasi positif. Program Sidaya
memperoleh legitimasi yang lebih jelas sebagai program prioritas, didukung
oleh regulasi yang terstruktur dan standar pelayanan yang lebih sistematis.
Koordinasi pusat dan daerah semakin terintegrasi melalui penyederhanaan
struktur tim kerja, penggunaan sistem pelaporan terpusat berbasis Aplikasi
SIGA dan Aplikasi Sidaya, serta kolaborasi lintas sektor yang berjalan
optimal. Implementasi program juga menunjukkan konsistensi melalui
penyelenggaraan Sekolah Lansia dan Wisuda Sekolah Lansia di tingkat
daerah. Dengan demikian, transformasi kelembagaan telah memperkuat
status, arah kebijakan, serta kapasitas implementasi Program Sidaya.

Meskipun demikian, pada aspek alokasi sumber daya belum sepenuhnya



98

menunjukan implikasi positif, sehingga menjadi satu-satunya aspek yang

belum sepenuhnya optimal pascatransformasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran
yang dapat diberikan dalam penelitian ini berfokus pada aspek alokasi sumber
daya yang belum sepenuhnya selaras dengan status Program Sidaya sebagai
program prioritas. Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi
Lampung perlu mendorong penyesuaian kembali dukungan anggaran agar
lebih proporsional dengan beban dan target program, sehingga pelaksanaan
kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan lansia, Sekolah Lansia, dan wisuda

lansia dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM juga perlu diperhatikan, baik melalui
penyesuaian beban kerja maupun peningkatan kompetensi pelaksana program
di tingkat daerah. Dengan adanya keselarasan antara prioritas kebijakan dan
dukungan sumber daya, Program Sidaya diharapkan dapat diimplementasikan
secara lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam

pemberdayaan lansia.
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